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BAB V   

KESIPULAN DAN SARAN 

 

5.1  KESIMPULAN 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti 

dapat mengambil kesimpulan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam pengawasan pemerintah desa, sebagai berikut:  

5.1.1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Oi Bura Kecamatan Tambora 

Kabupaten Bima belum dapat menjalankan peran dan fungsinya 

secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah, khususnya dalam 

bidang pendidikan  sehingga dalam menjalankan peran dan 

fungsinnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mengerti apa-

apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan kontrol dan 

fungsinya namun pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam 

mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah desa/ kepala desa 

tersebut.    

5.1.2 faktor-faktor  yang menghambat peran dan tugasnya Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Oi Bura Kecamatan Tambora 

Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, antara 

lain : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak efektif 

disebabkan oleh anggara operasional Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) sangat minim, sarana dan prasarana Badan Permusyawaratan 
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Desa (BPD) sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri 

sehingga dalam menjalankan tugasnya hanya numpang dikantor 

desa, minimnya sumber daya manusia anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD).  

5.2 SARAN  

5.2.1 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut: Perlunya ada pelatihan-pelatihan khusus bagi anggota 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Oi Bura Kecamatan Tambora 

Kabupaten Bima guna meningkatkan kemampuan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD).        

5.2.2  Pemerintah desa harus memperhatikan infrastruktur (sarana dan 

prasarana) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik dan lancar.      
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